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MOTTO :

Apabila para penguasa dan pendampingnya serta para
hakimnya menjilat dengan Hukum dan Undang-
Undang, maka sesungguhnya celaka bagi hakim dunia

dihadapan hakim langit*

! digilib.umm.ac.id/files/disk1/200/jiptummpp-gdI-s1-2007-ferdiantiw-9973-Diakes pada tanggal 2 Desember
2013, pada pukul 23.00 WIB
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RINGKASAN

Terkait dengan penggabungan perkara ganti rugi seperti ditetapkan dalam pasal 98
KUHAP maka penuntut umum yang mewakili korban dari perbuatan pidana dapat
mengajukan penggabungan perkara ganti rugi dengan perkara pidana. Dalam
membicarakan perihal penggabungan perkara gugatan ganti kerugian tersebut yang
menimbulkan kerugian materiil bagi korban, sedangkan kerugian yang bersifat inmateriil
tidak dapat dimintakan ganti kerugian.

Berdasarkan uraian di atas ada suatu contoh kasus tindak pidana yang mengakibatkan
korban mengalami kerugian materiil bukan karena pencurian namun karena penipuan.
Dalam kasus ini terdakwa tindak pidana penipuan yang diatur didalam Pasal 378 KUHP.
Kasus ini dikutip dari putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor:
143/P1D.B/2012/PN.BIt. Dalam kasus ini terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif
oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal 378 KUHP dan 372 KUHP. Selanjutnya Hakim
menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
“Penipuan dan penggelapan” sesuai dengan dakwaan alternatif dari jaksa penuntut umum
dan hakim menyatakan bahwa terdakwa bebas dari segala tuntutan. Selain itu ditemukan
ketidaksesuaian dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan fakta-fakta yang
terungkap didalam persidangan terutama dengan adanya alat bukti surat akta danding dan
keterangan oleh saksi.

Berdasarkan kasus diatas permasalahan yang akan diangkat oleh Penulis yang pertama
adalah apakah Jaksa Penuntut Umum dalam formulasi dakwaannya dapat menggabungkan
perkara ganti rugi seperti ditetapkan dalam Pasal 98 KUHAP dan permasalahan kedua
adalah apakah putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim pada putusan nomor
(143/Pid.B/2012/PN.TL) tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan telah sesuai
dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Kedua permasalahan diatas akan
dianalisis oleh Penulis dengan menggunakan Metode Yuridis Normatif dengan

menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.
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Kesimpulan pertama bahwa Terkait dengan penggabungan perkara ganti rugi seperti
ditetapkan dalam Pasal 98 KUHAP maka korban dari perbuatan pidana dapat mengajukan
penggabungan perkara ganti rugi dengan perkara pidana. Namun dalam hal pelaksanaannya
korban harus meminta sendiri kepada ketua sidang untuk melakukan penggabungan
perkara tersebut, Penuntut umum dalam formulasi dakwaannya tidak dapat untuk
menggabungkan perkara ganti rugi dengan perkara pidana tersebut. Menurut Pasal 98
KUHAP, seseorang yang merasa dirugikan mengajukan permintaan kepada ketua sidang
yang sedang memeriksa perkara pidana, untuk menggabungkan perkara gugatan ganti
kerugian kepada perkara pidana tersebut, maka harus diajukan selambat-lambatnya sebelum
penuntut umum mengajukan tuntutan. Kesimpulan kedua melihat Pasal 372 KUHP serta
fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu alat bukti saksi dan barang bukti seharusnya
terdakwa terbukti melanggar unsur dakwaan kedua penuntut umum yakni Pasal 372 KUHP
mengenai penggelapan yaitu Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki
barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada
dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana
penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Saran pertama terkait dengan penggabungan perkara ganti rugi seperti ditetapkan dalam
pasal 98 KUHAP penuntut umum sebagai seseorang yang dianggap lebih memahami
terkait aturan dalam beracara pidana seharusnya memberikan rekomendasi atau
memberitahukan kepada korban sebagai upaya yang dapat dilakukan oleh korban agar
korban tersebut dapat menuntut apa yang menjadi haknya apabila timbul kerugian materiil
akibat dari adanya perbuatan pidana. Saran kedua hakim seharusnya lebih teliti lagi dalam
menjatuhkan putusan terhadap perbuatan terdakwa yakni dengan mempertimbangkan
segala alat bukti yang terdapat di dalam persidangan baik itu keterangan saksi maupun alat

bukti. sehingga tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan dalam menjatuhkan vonis pidana.
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